
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG ,

Nomor : 9 Tahun 1991 Serie : D

PERATURAN DAERAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG *

NOMOR 5 TAIUN 1991

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

a, bahwa dalam rangka meningkatkan daya em

na dan hasil guna pelaksanaan tugns Di

inas Pendapatan Daerah perlu mengndokan

'kaji ulang terhadap Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dacrak ;

bahwa dengan beralihnya sistim pengelola

an keuangan daerah dari sistin Mapenda

menjadi Mapatda, maka dipandang perlu

untuk menyempurnakan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

dimakeud ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, ma

ka dipandang perlu untuk meninjau kemba
14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Mugelang Nomor 2 Tahun 1981

tentang Susunan Organisasi dan Tata Ker

ja Dinas Pondapatan Daerah dan selanjut
nya monorbitkan Poraturan Daerah yang

baru,

@ Dipindai dengan CamScanner



】_..._】

Mengingat : 1. Undang-undong ilomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daorah ;

2. Undang=undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Pe

raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Pententukan Dnerah=dnerah Kabupa

ten dalam Linglungen Propinsi Jawa Te

ngah ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 ten

tang Pajak Tund dan Bangunan ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363
Tahun 1977 tentane Pedoman Pentuaton

“ atat Jusunan Oreanisasi dan Tata Kerja

Dings Daerah ;

5, Keputuson Menteri Dalom Negeri Nomor 973

=442 Tahun 1988 tentong Sistim dan Pro

sedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan

Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungut

an Pajak Bumi dan Bangunan Qi 99 Kabupa

ten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Menteri Dalom Negeri Nomor 23
Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi-

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Tingkat IT.

Desan Persetujuan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Kabu

pan Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Men-apkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAGELAMG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAN KABUPA

TEN DAERaH TINGKAT II MAGELANG.
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MB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengen :

a Daorah adalah Kabupaten Duerah Tingkat II Magelang ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang ;

e. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11

Magelang ;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dae

rah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapaten Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat IT Magelang ;

f. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Penda

patan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Dacrah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

h, Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerat Tingkat II

Magelang。

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pe

merintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah ;

(2) Dinas Pendapatan Daerah di Pimpin oleh seorang Kepa

la Dinas yang berada dibawah dan bertanggung javab

kepada Kepala Daerah,
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Pasal 3 -

Dinas Pendapatan Daerah mempunyni tugos melaksana

kan sobagian urusan rumoh “tangga daerah dolam bidang
Pendapatan Daerah Qan tueas=tugas lainnya yang disersh

kan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarckan tvgas sebagaimana tersebut

Gulam Pasal 3,Dinas Pendapatan Dacrah mempunyai fungsi:

a. melakukan perumusan kebijnksannan teknis pemberian

bimbingan dan pembinaun, koordinasi teknis dan tugas

tugas lain yang diserahlkan oleh Kepala Daerah kepada

nya sesuai dengen Peratvran Perundang-undangan yang

derlaku ;

b. nelakukan penfaftaran dan pendataan wajib pajak dac
zah dan wajib retribusi daerah ;

c. uvembantu melakukan pekerjean pendataan obyek dan su

byek Pajak Bumi den Bangunan yang dilakukan oleh Di

rektorat Jenderal Pu.juk/D:Lrektorut Pajak Bumi dan Ba
ngunan dalam hal menyampuikan dan menerima kembali

Burat Pemberitahuan Obyek Pajuk (SPOP) wajib pajak ;

d. nelakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retri'

busi Daerah ;

e. ménbantu men ikan surat pemberitahuan Pajak ter

hutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ta
gihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Buni
dan Bangunan (PBB) lainnyn, yang diterbitkan oleh Di
rektorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta
membantu menyampailan Haftar Himpunan Pokok Pembayar

an ( DIPP ) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh ;

Direktorat Jenderal Pnjak kepada Petugas Pemungut Pa

Jjak Bimi dan Danguna yang ala dibawah pengawasanmya

f. melakukan pembukusn dan penyusunan laporan atas pe

mungutan dan penyeboran Pajak Daerah, Retribusi Dae

rah serta Pendapatan Daerah lainnya ;
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&. melakukan koordinasi dari pengawasan ,atag pekerjaan
penagihan Pajak Dacrah, Retribusi Daerah dan Peneri

maan Asli Dacrah lainnya, serta penagilian Pajok Bumi

dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan
kepada Daerah ;

h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi
onal di bidang pendataan, penctapan dan pemgigan Pa
jak Daerah, Retribusi Daorah, Penerimaan Asli Daerah

dan Pajak Bumi dan Bangunan ;

i. melakukan penyeluhan mengenai Pajak Daerah, Retribu
si Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak
Bumi dan Bangunan ;

d. melakukan urusan Tata Usaha.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha; ;

¢, Seksi Pendaftaran dan Pendataan

d. Seksi Penetapan;

e, Seksi Pembukuan dan Pelaporan;

f. Seksi Penagihan;

g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;

h. Unit Penyuluhan. .

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas wemberikan pe

Jayanan administrasi kopada soluruh satuan oeganisa
si dalam Linglungan Dinas Pendapatan Dacrah ;
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Sub Bagian Tata Usaha lipinpin oleh ‘seorang Kepala
m Sab 】〕【【曼菖二[′:l要】】 Tata Useha yang “berada dibawah Qan ber

tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggaraknn tudas sebagaimana tersebut

dalam Pasal 6, Sub Bagian Tate Usaha mempunyai fungsi:

a. melakukan uruson waum ;

b. melakukan urusan kepegawaian ;

c. melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;

d. melakukan urusan kevangan ;

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri :

a. Urusan Umun ;

b. Urusan Kepegawaian ;

¢. Urusan Keuangan.

Fasal 9

(1) Urusan umum mempunyai tugas meloksanakan urusan su

rat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran

gaji pegavai dan Terjalanan dinas, serta pengadaan

dan pemeliharaan Perlengkapan ;

(2) Urusan Kepegawaian mempunvai tugas melaksanakan pe
ngelolaan kepegawaian ;

(3) Urusan Keuangnn mempunyai tugas melaksanakan penge

lolaan keuangan.

Pasal 10

(1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas me

laksanakan kegiatan pendaCtaran dan pendataan wa

jib Pajak Daerah dan wajib Pajak Retribusi Daerah

serta pendataan Obyek Pajak Daerah dan Obyek Retri

busi Daerah dan rembantu melakukan pondataan Obyek

dan Subyek Pajak Hunt dan Bangunan dilaksana-
Yan oleh Direktorat Jenderal Pajak };'ung
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(2) Seksi pendaftaran dan pendataan dipimpin oleh seo
rang Kepala Seksi yang borada dibawah dan bertang

gung jawab langsung kepada Kepala Dinas,

Pasal 11

Untuk mefiyuleng@mkun tugas 5ebagaimana tersebut
dalam Pasal 10 seksi Pendaftaran “dan Fendataan mempu
nyai fungsi :

a. melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib
Retribusi Daerah melalui formlir pendaftaran serta
menghimpun dan mengelola data Obyek dan Subyek Pajak

dan Retribusi Daerah, melalui formulir 8urat Pemberi
tahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas
tembusan surat dinas dari Instansi lain ; .

b. menyusun daftar induk Wajib Pajak dan Rétribusi Dae
rah, menyimpan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah
yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;

c。membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pa
jak, Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitken cleh

Direktorat Jenderal Pajak, kepada para Wajib Pajak _

serta menerima kembali isian surat Penberitahuan
Obyek Pajak tersebut dari para Wajib Pajak.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

a. Sub Seksi Pendaftaran ;
b, Sub Seksi Pendataan ;

¢, Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusi
kan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang

telah diisi oleh Wajib Pajak “dun Retribusi Daerah

membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib

Pajak dan Retribusi Daerah yung bolun diterim ken

bali, mencatat nama dan alemat Calon Wajib Pajak

dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wa 、
jib Pajak dan Retribusi Daerah, 脯骼恤帷皿 Nomor;
Pokok Wajib Pajak Daorah (NPWPD) ;
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(2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, me

ngelola dan mencatat data Obyek dan Subyek Pajak

dan Retribusi Daerah,melakukan pemeriksaan lapangan

/lokasi dan melnporkan hasilnya serta membuat daf

tar mengenai formulir “8urat Pemberitahuan yang be

diterima kembali ;

(3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai*
tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pa

jak dan Retrisusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal

Nomor Pokok Wajib Pajok Daerah, menyimpan arsip su

rat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan

dengan pendaftaran dan pendataan, membantu menyan-

paikan Surat-Penberitahuan Obyek Pajak Pajak Bumi

dan Bangunan kepada pora Vajib Pajak serta menerima

kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Pajak

Bumi dan Rangunan yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

Pasal 14

(1) Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghi
tungan dan Penetenan Junlah Pajak dan Retribusi Dae

rah yang tephutong serta menghitung besarnya angsur

an atas Permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
serta menatausahakan jumloh ketetaj Pajak Buni
dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada

Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terbu

tang dan daftar himpunan pokok pembayaran pajak Bu

mi dan Bangunan ;

(2) Seksi Perstapan di Pimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibavah dan “bertanggung javab langsung

kepada Kepala Dinne,

Pneal 15

Untuk menvelenzgarakan tugas sebagaimana tersebut-

dalam Pasal 14 3eksi Penetapan mempunyai fungsi :

a. melakuken penghitungan Penetapan Pajak dan Retribusi

Daerah ;

b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutu.n/
Pembayaranypenyetornn atas Permohonan Wajib Pajak
dan Retritusi Dnerah yang disetujui ;
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© menerbitkon dan nondistribusikan erta menyimpan ar

sip Surat Perpajakan dan Rotribusi Dacrah yang berka

itan dongan Ponetapan ;

d. membantu melakukan penerimnan Surat Penberitahuan Pa
jak terhutang Pajak Buni dan Bangunan..besorta daftar

himpunan Pokek Fombayuran Fajak Buni dab angunan
dan Dokumen Pajak Bumi dan Dangunan luinnya Jang di

terbitkan oleh Diroktorat Jenderal Pajak serta men

distribusikan kepada p,ra Wajib Pajak dan Kepala Ine

tansi lain yang terkait.

Pasal 16

Seksi Penetapan terdiri dari :

a. Sub Seksi Penghitungan ;

b. Sub Seksi Penerbitan Jurat Ketetapan. ;

¢, Sub Seksi Angsuran.

Pasal 17

(1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksarakan
penghitungan penetapan,penetapan secara jabatan,dan

Penetapan tanbahan Pajak dan Retribusi Daerah;

(2) Sub Seksi Penerbitan Surat! . “1 mempunyai tu
gas menerbitkan Surat Kebetapan Pajak, Surat Kete

tapan Retribusi (SKR),Surat Perjanjian Angsuran dan
Surat-surat Ketetapan Perjanjian lainnya serta men

distribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan

dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jen

deral Pajak dalam melakukan penyaupaian dan penyim

panan arsip Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pa

jak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan

lainnya ;

(3) Sub Seksi Angsuran mompunyai tugas monorina surat
permohonan angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian

Angeuran dan Surat Penolakan Angsuran tentang Pemu

ngutun/pemhuyumr/penyotomn. Pajak dan Retribusi

Daerah.
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Pasal 18

(1) Suksi Pembukuan dan PelaForan mempunyai tugas melak

sanakan pembukuan dan pelaporan mengonai realisasi

penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah

dan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan Benda

berharga ;

(2) Seksi Pembukuan dan Peluroran dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang beroda di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepadalKepaln Dinas.

Yasal 19

Untuk menyelen akan tugas sebagaimana tersebut
nlnm Pasal läweSekËÎuêemmmluar‘Îmdml Pelaporan mempunyai
funesi :

a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerima
en dari pemmkutun/pembayurun/änyetomn Pajak dan
Setritusi Daerah kedalam Iartu Jenis Pajak dan Retri

‘msi Daerah「Qhm Kartu Wajib Pajak dar Retritusf Dae

zaË serta kedalam Kartu Pengawasan Pajak Buni dan Ba

reunan (KPPBB) & Daftar Himpunan Pokok Pembayaran ;

b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengelu

aran Benda Berharga serta penerimaan uang dari ha

8 节 pemungutan benda berhorga kedalam Kartu Persedia

an benda berharga ;

¢, menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggak

an pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retri
busi Daerah, realisasi peneriman, pengeluaran dan

sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwu

lanan dan tahunan serta renlisasi penerimaan dan

tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

tasal 20

Seksi Pembuluan dan Pelaporan terdiri dari :

a. Sub Seksi Pembukuan Peneriraan ;

b, Sub Seksi Pembukuan Pereediuant ;

c. Sub Seksi Pelaporon.
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Pasal 21

(1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas mene
rima dan mencatat ocoma surat Ketetapan Pajak dan

Surat Ketetapan Retribusi dan Surat-surat Ketetapan

Pajak lainnya serta surat pemberitahuan Pajak terhu

tang Pajak Bumi dan Bangunan, menerima dan mencatat
semua surat ketotapan 】】'】亳!】】{ dan purat Ketetapan re

tribusi serta furat=surat ketotapan Pajak lsinnya-

yang telah dibayar lunas dan mencatat .peneri:
pembayaran/penyetoran pajak bumi dan bangunan serta

menghitung tunggakannya ;

(2) Sub Seksi pembukuan Persediaan mempunyai tugas vene

rina dan mencatat Tanda Terima Benda gerharga Bukti
Penerimaan Benda Berharga, bukti pengelua.ran/pengax:
bilan benda berharga, penerimaan uang hasil pemu

ngutan dengan benda berharga “gerta menghitung dan

merinci sisa persediaan benda berharga ;

(3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan la
poran periodikal mengenai realisasi penerimaan dan

tunggakan pajak dan retribusi daerah serta pajak tu

mi dan bangunan,menyiapkan laporan berkala mengenai

realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Pasal 22

(1) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pena

gihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah
jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan ban

ding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-

sumber penerimaon daerah lainnya di luar Pajak Daer

rah dan Retribusi Dacrah ;

(2) Seksi Penagihan di Pimpin oleh seorang Kepala Seksi
berada dibawah dan bertan avab langsw

Fepada Kopala Dinas. Wn h ngrn
Pasal 23

Untuk 】)9r薹'7”二【丨曾【l{...零蠹二【′罄I′;I蠹丨 tugas sebagaimana tersebut
dalam Paeal 22 Seksi Penagihan mempunyai fungsi :
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a. melakukan kegiatan penanihan pajak dan retribusi dae

zah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

b, melakukan pelayanan keherntan den permohonan banding
sesuai dengan batas kewenangannya ;

c. mengumpulkan dan mengelola ‘data sumber-sumber peneri
* man lainnya diluar pajak den retribusi dzJ′′【着薹-′】}】Z了【三

Pasal 24

Seksi Penngilu‘m terzi.tx-i dari :
a. Sub Seksi Penagihan ; 国
b.‘Sub'Seksi Keberatan ;
c, Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber-sumber 1ain。

Pasal 25

(1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tuçus menyiapkan dan

mendistribusikan surat menyurat dan dokunentasi

yang berhubungan dengar penagihan ;

(2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan me .

layani surat keberaton den surat permohonan banding

,atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah,ne

nyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan

dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke-

Majelis Pertimbangan fajalr (MPP) ; t

(3)- Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber-sunber lain
mempunyai tugas mengurpulkan dan mengolah data sum

ber~sumbez penerimaan lainnya diluar pajak dan 1e

tribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-un

dangan yang berlo'u.

Pasal 26

(1) Seksi Perencanaun dan Pengendalinn Operasional mem
punyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penbi

naan teknik pemmgutan, pemantauan, penggalian dan
“ peningkatan Pendapatan Daerah ;

(2) Seksi Perencanaar dan Pengendalian Operasional di
Pimpin oleh eoorang Kepala Seksi yang berada diba

吝′马工}l dan “bertanggung javab langsing kepada Kepala

mas.
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Pasnl 27

Untuk '】】【】′rl}'丨鲁二[【曾'l篓_瓢】】'(l】丨】】′】 tugae eebagatana tersetut
* dalam Pasal 26 Sekei “Pereneanann dan Pengendalian Ope

rasional mempunyai fungel :

à melakukan perencansan pendapatan daerah yang bersum

ver dari Pajak Duerah,Retribusi Daeral dan Perdapat

an Daerah lainnya serta dart pajak buni dan bangun

an, melakukan pembinaan teknik operasional, birbing

an dan petunjuk kepada semu Unit Kerja Dacrah yung
melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi dae

rah dan pendapatan duerah lainnya, serta pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan ;

b, melakukan kerja sama “.Qongan Instansi Vertikal dan

Dinas Daerah lainnya.

Pasal 28

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasionl

terdiri dari :

à Sub Seksi Perencanaan dan Penbinaan Teknis Femu

b, Sub-Seksi Penggalian dan Peningkatan.

Pasal 29

(1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Toknis Pe
vtan mempunyai tugas menyusun rencana P

Deoral dan Renoana「 fenaifikust PSnircuta À

Datan Daerah; nelakukan pemdinaan polnksam Tata

kerja sorta tata hudbtuigra kerJa serta

ce parant dun sarana Per

botribusi Daceah dan vËÎÎ&....z.... lk
(2) Sub Seksi Penggaliun dan Peninghat:

ges mengumpulkan dan mengelolu data

Pendaputan Daerah, unı umiskan naskah Rancong

aturan Dacrah dan Keputusan Kopala Daorah t

Perpajukan dan Retribusi Daerah dan Pondapatan

rah lainnye.”
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Daginn Kedua

Unit Penyuluhan .

faeal 30

(1) Unit Penyuluhan mempunyai tugus menyusun bahan pe
nyuluhan dan melaksanalar kegiatan penyuluhan infor
masi dan penerangan perpujt kan dun retribusi decrah

pendapatan daereh lairmyn, Pajok Dunt dan 己!』【^墓妄'妻r′5】三

e nengkoordinasikan kegiutan nyuluhan
äfiendngâtnn aerah ; 《 L ' .

(2) Unit Penyuluhan dipirpin oleh Kepala Unit setingkat
Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggunz ja

wab langsung kepnda Kepala Dinas. *

Dogian Ketiga

Cabang Dinaa dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

Penbentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ca

Sang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kem

hian berdasarkan Pedoman Menteri Dalar Negeri.

BAB IV

TATA TERJA

Pasol 32

Dalam melaksanakan tugasnye, Dinas Pendapatan Due .
zah mendapat peubinaan teknis fungsional dari Dinas Pon

dapatan Daezal Propinsi Daerah Tingkat T Jawa Tengah.

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasn Ke Dinas@ nerapkan prmip';rhmlp l萎'【妻2)丨'(_il】署l】【黜套圣乞` 1n "élms " 寥鲁莹董
kronisasi dan dmplifdkust,baik dalam lingkungan -

Dinae Pendapatan Paerah maupun Instansi - Instansi
lain diluar Dinae Pendupatan Dacrah sesuai dengan =

.bidung tugaenya, . .
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(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Scksi-scksi dan Unit
Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordi

nasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesu

ai dengan bidang tugosnya masing-masing.

Pasal 34

(1) Kepala Dinas, Kopala Sub Bagian Tata Usaha, para Ke

pala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bortangeung ja

wab memberikan bimbingan / Pembinaan kepada bavahan

nya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas

nya menurut hierarkhis jabatan masing-masing ;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Scksi, Ke
pala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepa

la Dinas ;

(3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan

Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian
Tata Usaha / Kepala Seksi.

BaB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dims Pen

dapatan Daerah sebagaimana tercantum dalan Lanpiran Pe

raturan Daerah ini。

Pasal 36 ,

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepe

gavaian dintur sesuai dengan Peraturan Perundang-undang
an yang berlaku,

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih

lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
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DAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Doerah ini setelah men

dapat pengesahan dari pejabnt yang berwenang maka Pera
turan Daerah Nomor 2 Tahun 1681, tentang Susunan Organi
sasi dan Tata Kerjc Dinas Pondapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang dinyotakan tidak berlaku

lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini ‘terlaku sejak tanggal diun
dangkan. .

Agar supaya Setinp orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanmya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage

1ang。

Kota Mungkid, 6 Agustus 1991

D.P.R.D. DUPATI KEFALA DAERAN TINGKAT II

KABUPATEN DATT TT MAGELANG MAGELANG

KETUA

tta tta

H RAMELAN MOHAMAD SOLTHTN

4
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. DISANKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawır Tengah

Tanggal 2 Desember 1991, Nomor : 188.3/441/1991

怀 An. SEKRETARIS WILAYAN/DAERAN TINGKAT T

JAWA TENGAH

Kepala Biro Iukun

ttd

SARDJITO SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daera Tingkat II Magelans

Jiomor 9 Tahun 1991, tanggal 9 Desenber 1991

. Serie D ; Nomor 9
Sekretaris Wilayah/Daerah

tta

Drs, 0 0 旦 工 A D 工 ,

- Pembina Tingkat I

NIP, 500 031 722,
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAFRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I, PENJELASAN UMUM. . 2

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten
tang Pkok-pokok Pemezintalian-Qi Daerah serta Undang-

undang Nomor 13 Tahun 1950 téntang Pembentukan Dacrah
~daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Te

ngah maka Pemerintah Kabupatei Daerah Tingkat II Mage
lang mendapat kekuasaan, tugas dan tanggung jawab da

lam hal :

1. melaksanakan segala usaha dan kegiatan perungutan

pengumpulan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan la

ba Perusahaan Daerah, Pendapatan Dinas - dinas dan

pungutan-pungutan lainnya yang menjadi hak dan we

wenang Pemerintah Daerah yang di serahkan Penerin

tah Pusat untuk dileksanakan oleh Pemerintah Dae

rah ; ms Fs

2。membuat perhitungan dan realisasi dan menyiapkan

target penorimaan Pajak Daergh, Retribusi Daerah

dan pungutan - pungutan lainnya serta melaksanakan

kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan

pungutan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari penyorahan urusan terse

but, maka berdasarkan Peraturan Daerah “Kaibupaten Daerah
Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1981 dibentuklah Susun

an Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Ka

bupaten Daerah Tingkat II Magelang.
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Schubungan dengan adanya penyempurnaan sistin -

an Prosedur Perpejakan, Retribusi Daerah dan Penda

atan Daerah luinnya eerta “pemngutan Pajak Buni

an Bangunan dalam rangka 8aha untuk meningkatkan

‘endapatan Asli Dacrah, seMgnimana dimakoud dalun

sputuean Mentori Dalam Nogeri :tanggal 26 Mei 1988
bmor 973 = 442 Tahun 1982 tentong 8detim dan Prose

ür Perpajakan, Retribusi Daorah dan Pendapatan Dae

%h lainnya serta nemungutan Pajak Bumi dan Bangun

m di 99 Kabupaten/Kotamdyu Dacrah Tingkat II dan
Srat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/1988 tang
hl 26 Mei 1988 tentang Organisasi'dan Tata Kerja

‘nas Pendapatan Daerah Tinkat II di 99 Kabupaten/
“otamadya Daerah Tingkat IJ maka Peraturan Daerah

abupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun

981 untuk sementara tidak diberlakukan dan sebagai

@ntinya adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja

nns Pendapatan-Daerah KaBupaten Daérah Tingkat II

lagelang, berdasarkan Feputusan Bupati Kepala Daerah

“ngkat II Magelang ‘tanggal 1 Juni 1990 Nomor 188.4
/-05/Kep/11/1990 tentang Susunan Organisasi dan

Peta Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah

fingkat II Magelang. ;

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalan

legeri tanggal 15 Mei 1989 Nomor 23 Tahun 1989 ten

-ang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penda

zatan Daerah Tingkat II, maka 8esuai dengan petun

5ık Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.Jawa Tengah de

nzan 8uratnya tanggol 19 Junt 1989 Nomor 061.1/
24155 perlu menyempurna*an Susunan Organisasi dan
Teta Kerja Dinag Pondapatan Daarali Kabupaten Daerah

Ténekat II Magelang sesuai dengan Pedoman yang dite

‘apkan oleh Menteri Dalam Nogori Nomor 23 Tahun

1989 tersebut. ,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ; '

Posal 1 sampai dengan Pasal 16 ; Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.

Pusal 17 ayat (2) : Cukup jolne。
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Pasal 17 ayat (3) : Penbayaran Pajak / Retribusi dapat
dilakeanakan 8ocara angsuran selama

batas waktu pembayaran Pajak/Retri
busi belum berakhir moka wuedia’se

toran yang dipergunakan “adalah cu
rat setoran dengan mencantunkan se

cara lengkap : Nama, Alamat, NPWPD
berikut nomor kohirnya.

Apabila pembayaran secara angsuran

tersebut terjadi setelah berakhir

nya batas waktu maka WP / WR wajib
mengajukan surat permohonan angsur

an.

Surat permohonan ini dapat dikabul

kan atau ditolak,

Dengan dikabulkannya surat perzohon

an ini maka masih harus dibuat su

rat Perjanjian angsuran yang dilsse

lisasikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan benda berharga
adalah karcis - kareis.

Pasal 19 sampai : Cukup jelas.

dengan Pasal 31.

Pasal 32 : Dalam pelaksanaan Pemungutan dapat

di bentuk Cabang Dinas dan Unit Pe

laksana Teknis Dinas (UPTD), namun
dengan memperhitungkan faktor - fak

tor :

= Junlah Personil,

= Luas Wilayah,

= Junlah WP / 。
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init Pelaksana Teknis Dinar Berkodudukan sebagai unsur

‘elaksana Kegiatan Dinas di 94dang Pemungutan Retribu
& Daerah, dipimpin oleh 6eorang Kepala Unit Pelaksana

Zemis Dinas yung berada di bawah dan bertanggung 扣~

wb langsung kepada Kepala dinas.

risik melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas

remtunyai fungsi sebagat borikut :

&. ndakukan pelaksanaan koordinasi pemungutan Retribu

s: Daerah di Lokasi/lapungun berdacarkan instruksi
Kexala Donas Pendapatan Daerah ;

b. melzkuken pelaksunaan ketertiban dan keamanan dilo

Mas: pemungutan Retribusi Daerah ;

© melarukan pelaksanaan kebersihan di lokasi/lapangan

pemunguten Retribusi Daerah.

UK UM
C SO0 f‘“‘(
\ ceTenLDA KAD: *
\" WA G′售′亡_二_′}二一`ˇ.〉

1

国 Dipindai dengan CamScanner


